LEMBARANS-NEGARA
RE P B I L& INDONESTIA SERIKAT

Nr 11, 1950. PEGAWAT-PEGAWAT REPUBLIK INDONESIA SERIKAT. PENGANG-
KATAN. PEMBERHENTIAN. Undang-undang darurat Nr 25
Tahun 1950, tentang hak Pengangkatan dan Pemberhen—
tian Pepawail-pegawal Republik Indonesia Serikat,
{(Pend jela san dalam Tambahan Lembaran-Negara Nr 2,

Tahun 1950).
PRESIDEN REFPUBLIK INDONESIA SERIKaT,

Meniwmbang: bahwa menurut pasal 125 Konstitusi Sementara Republik
Indonesia Serikat perlu dibetapkan peraturan tentang pengangkatan dan
pemberhentian pegawal -pegawal Roepublik Indonesia Serikat;

bahwa karena keadaan-keadaan jang mendesal peraturan ini perlu
segera diadakan;
" Mengingat: pasal 68, pasal 159, pasal 125 dan pasal 192 Konsti-
tusi Sementara Republik IndonLQ1q Serikat;

Mendengars S e n a t3
Memutnsag ka ns

Menetapkan:
Undang-undang darurat tentang hak Pengangkatan dan Pemberhentian
Fegawail-pegawai Republik Indonesia Serikat.

Pagal 1.

"pPoraturan penjerahan tentang pengangla tan 1928" (Staatsblad 1928
No. %55, seperti jang berulang-ulang telah diubah dan ditambah) dibecr-
hentikan berlakunja.

Ha gt 2

(1) Ketjuali djika telah atau akan ditentukan dengan Undang-undang
dan dengan tidak mengurangi kutjuuli(n-kﬁtjumlian jang ditentukan da-
lan Undang-undang darurat ini, naka pegawal-pegawai asipil Republik
Indonesia Serikat, dengan nengindahkan purtturin reraturan jang ber-
lalku tentang hal itu, dipekerd jakan untuk sementara, diangkat dalam
djabatan tetap Republik Indonesis Serilat, diangkat untul scmentara
ataw tetap dalan d jabatan-djabatannja, diperhentikan dari pekerd jaan-
nja sementara, diperhentikan dari djabatannja dan diperhentikan dari
d Jabatan Negeri: '
2« oleh Presiden jang mengenal pegawail-pegawal jang ﬂbndjabat pangkat-
pangle €
Presiden-Direktur Bank Sirkulasi, Djaksa Agung, Direktur Kabinct
Prcsiden R.I.S., Sekertaris-Djenderal, Thesaurier-D jenderal,
Direktur-D jenderal, Kepala D jawatan Kepolisian Negara, Kepala Dja-
watan Urusan Umum Pegawai, dan pangkat-pangkst lain jang gadji-ter-
blﬂ??ln]a sedikit-dikitnja sama dengan gadji-tertinggi pangkat-
pangkat jang tersebut dlatas;

b. oleh Menteri masing-rasing, jang mengenal poegawai-pegawal jang toer-
masuk dalam lingkungan kekuasaan Kementerilannja, ketjuall jang ter-
maksud sub ap

¢. olch Senat dan Dewan Perwakilan Rakjat, jang mengenal Sekertaris-

sekertariec Badan-badan itu dan pegawai-pepgawal jang dibantukan ke-
padanja;

d. olch Mahkamah Agung, jang mnengenal pegawal-pegawal pada Mahkamah
itus :

2. oleh Dewan Pengawas Keuangan, jang nengenal pegawal-pegawal pada
Dewan 1itu; :



mengenal pegawal-pegawdl pada Kablnet 1tu stria pegawal S1pli Jang
dlp@kbrdjqun peda Istana-istana Presiden Republik Indonesia Seri-
kat, ) L 7 . b - R : :

(2) Perdjandjian-perdjandjian tentang nmempekerdjsken dalam ikatan
dinas Republik Indonesia.Serikat untuk waktu Jjang terbatas ditetaplian
dan diputuskan atau diperpandjang -0lch Menteri jang bersangkutan atau
oleh Mahkamah Agung serta Dewan Pengawas Keuangan, Jjang mengenal pega-
wai-pegawai pada Mahkamah dan Dewan ini, sctelah mendapat persctudjuan
Perdana Menteri dengan mengindahkan: peraturan-peraturan jang berlaku
tentang hal itu.

(3) Untuk nmempekerdjakan orang-orang bukan warga negara Republik
Indonesia Serikat buat pertama kalinja, Menterl atau Dewan c«q. Badan
jang bersangkutan diwad jibkan minta pOPSutudJudn lebih dahulu dari
Dewan Menteri.

(lt) Persetudjuan jang dimaksudkan dalam ajat (3) diperlukan pula
untuk munempatkan kemball bekas pegawai-pcgawai ‘Pemerintah (termasuk
djuwa pegawail Negara atau daerah otonoom) sipil maupun ketentaraan,
jang diperhentikan daril djabatan Negeri tidak dengan hormat, demikian
pula untuk mempekerdjakan orang orang jang telah dihulkun kdrpna ricla-
«ukan kedjahatan.

Pasal 5- '$

Menteri-menteri dapat nenjerahken kekuasaannja jang dimaksud
dalam pasal 2 ajat (1), ketjuali kekuasaan untuk memperhentikan deri
qub&tan Negeri Republik Indonesia Serikat, kepada pemegang-pemegang
kuasa jang termasuk dalam lingkungan Kemontcrlannja, setelah mendapat
persetud juan Perdana Menteri.

Penjerahan kekuasaan itu diatur dengan ourat kcputusan lMenteri
jang bersangkutan. ;

Pasall

Dalam hal dipekerdjakan somentara, dalam hal pengangkatan dalam

djabatan tetap Republik Indonesia Serikat dan dalam hal dipekerd jakan

dalam ikatan dinas untuk waktu Jang tcrbatas, djika menurut peraturan-
peraturan jang berlaku kedudukan jang bersangkutan tidak dapat diatur
sendiri oleh pemegang kuasa  jang berhak untuk mengangkat, begitu pula
dalam hal pengangkatan sementara atau pcngangkatan dalam d jabatan te-.
tap, atau pengangkatan untuk tempo jang terbatas, djika pengangk tan
itu akan melebihi susunan pegawal Jang diidzinkan dalam anggaran, maka
sekalian itu hanja dapat dilakukan setelah ditjapai kata sepakat
dengan Perdana Menteri. Dalam hal-hal melewatl ‘susunan pegawal maka
dis jaratkan djuga kata sepakat dengan lMenterl Keuangan.

Pasal 5.
g Undang-undang darurat ini mulal berlaku pada tanggel 25 April
950 : .

Agar supaja setiap orang dapat mengetahulnja, memerintahkan
penguruman Undang-undang darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-
Negara Republik Indonesia Serikat.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 30 :Djuni 1950.
Presiden Republik Indoncsia Serikat,

3 0EKARYUN 0.

Perdana Menterli,
MOHAMMAD HALTT A.

Diumumkan di Djakarta,
pada tanggal 6 Djuli 1950,
Menteri Kchakiman,

SOEPOMO.



